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Perubahan Perubahan Iklim merupakan
fenomena glogal yang dipicu oleh kegiatan
manusia terutama yang berkaitan dengan
penggunaan bahan bajar fosil dan kegiatan
alih guna lahan. Kegiatan tersebut
menghasilkan gas-gas yang makin lama,
makin banyak jumlahnya di atmosfer dan
rnemiliki sifat seperti kaca yang meneruskan
radiasi gelombang pendek atau cahaya
matahari, tetapi menyerap dan rnemantuikan
radiasi gelombang panjang atau radiasi balik
yang dipancarkan Bumi yang bersifat panas sehingga suhu atmosfer
Bumi makin meningkat. Gas-gas tersebut antara lain karbon
dioksida (CO2), Metana (CH4), dan Nitrous Oksida (N2O).
Keadaan yang deinikian mengakibatkan timbuiriya berbagai
permasalahan di Negara-negara di dunia, khususnya di berbagai
sektor kehidupan manusia. Permasalahan tersebut tampak dengan
adanya penurunan produksi pangan, terganggunya flufctuasi dan
distribusi ketersediaan air, penyebaran hama dan penyakit tanaman,
dan hal ini membawa dampak sosial ekonbmi di berbagai Negara di
dunia, khususnya Negara berkembang yang tidak memiliki
kemampuan yang memadai untuk melakukan adaptasi terhadap
dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Dengan
latar belakang tersebut, maka Negara-negara di dunia mengadopsi
United Nations Frameworks Convention on Climate Change
Volume 4 Nomor 4 Juli 2007 853
Jurnal Hitkum Inlernasional
(UNFCC/Konvensi) di Rio de Janeiro, Brasil pada 1992 dengan
kesadaran bahwa Konvensi tersebut dapat menjadi suatu landasan
yang kuat untuk menghadapi permasalahan perubahan iklim. Selain
itu, melalui Konvensi ini, dapat dilakukan proses peninjauan,
diskusi, dan pertukaran informasi untuk mengadopsi komitmen
tambahan guna memberikan tanggapan terhadap perubahan dalam
pemahaman ilmiah dan kemauan politik. Sebagai dasar pelaksanaan
dari Konvensi, maka dibentuklah suatu Protokol yang disebut
Protokol Kyoto, berdasarkan rangkaian pembicaraan Negara-negara
anggota Konvensi mengenai penetapan serangkaian rencana untuk
memperjelas komitmen Negara-negara tersebut, yang dilakukan di
Kyoto, Jepang pada 1997. Protokol ini diadopsi pada 11 Desember
1997 dan dibuka untuk ditandatangani pada 16 Maret 1998.
Protokol ini disusun guna mengatur target penurunan emisi dan
target waktu penurunan emisi bagi Negara maju, sedangkan bagi
berkembang tidak diberikan kewajiban untuk menurunkan emisi.
Hal yang lebih penting adalah bahwa Protokol Kyoto merupakan
suatu instrumen hukum yang dirancang untuk
mengimplementasikan Konvensi.
Buku ini membahas secara khusus mengenai Protokol Kyoto
dengan latar belakang pembentukannya seperti yang telah diuraikan
di atas. Dalam buku ini, Penulis menjabarkan mengenai pentingnya
ratifikasi dari Protokol Kyoto bagi negara-negara di dunia, dan
secara khusus Penulis menjabarkan bahwa Protokol Kyoto
membawa dampak yang baik dan penting bagi Indonesia sebagai
salah satu negara berkembang. Melihat kondisi geografis Indonesia,
Penulis menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara yang
memiliki jumlah penduduk besar, memiliki kemampuan ekonomi
yang rendah, dan rentan terhadap perubahan iklim. Jika terjadi
perubahan global yang lama dan secara akumulatif karena adanya
kemajuan teknologi dan dominasi Negara maju, maka akan
menimbulkan perubahan iklim yang membawa dampak bagi Negara
berkembang, salah satunya Indonesia, Penulis juga menyatakan
bahwa jika Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto, maka Indonesia
akan memiliki kewenangan untuk mengawasi implementasi
Protokol ini dan juga mernanfaatkannya melalui mekanisme yang
ada.
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Berkaitan dengan Mekanisme dalam Protokol Kyoto, Penulis
menjabarkan bahwa mekanisme yang terdapat dalam Protokol
Kyoto disebut sebagai Mekanisme Kyoto. Mekanisme Kyoto
tertuang dalam Pasal 6 Protokol (Joint Implementation)^ Pasal 12
(Clean Development Mechanism, CDM), dan Pasal 17 (Emission
Trading, ET). Selain itu, Penulis juga menjabarkan mengenai
akuntabilitas dari Protokol Kyoto. Penulis menyatakan bahwa
Perj anj ian internasional adalah hukum internasional yang
implementasinya memerlukan akuntabilitas yang terbuka dan jujur.
Menurut Penulis, keterbukaan dan kejujuran dapat diukur melalui
ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Akuntabilitas
dalam hal ini adalah bagaimana tujuan perjanjian dapat dicapai
dengan menjalankan semua ketentuan sesuai dengan apa yang telah
disepakati bersama. Komponen penting dalam Protokol Kyoto
terkait dengan masalah akuntabilitas adalah adanya transparansi
penilaian atas kebenaran informasi yang disampaikan Para Pihak
dalam kegiatan Komunikasi Nasional. Hal ini bertujuan untuk
menilai apakah Para Pihak telah menaati atau melanggar Protokol.
Terkait dengan hal ini, Para Pihak berkewajiban untuk
menginformasikan mengenai hasil inventarisasi nasional dalam
bentuk Komunikasi Nasional yang disampaikan kepada Conference
of Parties (CoP). Berkaitan dengan terjadinya pelanggaran, Penulis
menjabarkan mengenai penerapan Prinsip non-Compliance bagi
setiap Pihak yang tidak menaati kewajiban yang telah diatur dalam
Protokol Kyoto. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Protokol
Kyoto. Terkait dengan masalah penaatan, dibentuklan Komite
Penaatan (Compliance Committee) dengan tugas memantau
jalannya implementasi Pasal 18. Komite ini memiliki prosedur
untuk menilai laporan dan menampung keberatan-keberatan publik.
Penulis juga menjabarkan mengenai kelembagaan yang ada terkait
dengan mekanisme pelaksanaan dan implementasi dari Protokol
Kyoto.
Penuiis, dalam bagian akhir dari buku ini, menjabarkan
mengenai implikasi dari Protokol Kyoto terhadap Indonesia.
Penulis menyatakan bahwa Protokol Kyoto memiliki implikasi
dalam tiga hal, yaitu politik dan hukum, bisnis, dan kelembagaan.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2007
„, Jnternasional
trtl"*
1 I'*
,X : ini dikaitkan dengan status jika Indonesia meratifikasi
r *% \° ma^a Indonesia harus menjadikan Protokol Kyoto
w ^° ft&&an ^ a" nu^um nasionalnya dengan tidak mengorbankan
t a&fr nasionai. Menurut Penulis, Indonesia belum memiliki
t dang yang mengatur masalah energi secara komprehensif
* berbagai sumber energi. Namun, Indonesia telah
peraturan nasionai disektor lingkungan hidup, seperti
ttf1^ 311^  Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
'z®^ Hidup, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang
w9& Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Undang-
f $& |sfornor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi
$e ^ n$\. Penulis menyatakan bahwa jika pengesahan
A^fr\° dilakukan dengan suatu undang-undang, maka
a$ . Q¥-° oduk hukum ini akan sejajar dengan undang-undang yang
-$\ gesahan Protokol Kyoto ini telah dilakukan oleh Indonesia
<* ^ uatu Keputusan Presiden dan terhadap Konvensi juga telah
$$P si dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994. Melalui
{\fi • diharapkan para pembaca dapat memahami pentingnya
$ ^ jndonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia
* menghadapi permasalahan perubahan iklim dan
na mekanisme yang telah disepakati dalam Konvensi
r protokol dapat terus dikembangkan oleh setiap negara di
irf* qelain ^tu' P313 Pernbaca juga dapat memahami mengenai
f*1 j£- ya perhatian terhadap permasalahan perubahan iklim
* ^rnbawa dampak yang sangat besar bagi negara-negara di
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